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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN 

KOMPENSASI PEMBAGIAN HASIL KEBUN DAMAR 

 (Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa  

Kabupaten Pesisir Barat) 
 

 

   Hutang piutang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain 

yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi 

tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah 

yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. 

Praktek hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa 

Kabupaten Pesisir Barat. Masyarakat terpaksa melakukan hutang piutang guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat 

yang diberikan oleh pemberi hutang. 

Adapun dibahas dalam penelitian ini masalah yang dapat di rumuskan adalah 

bagaimana praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun 

damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 

dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik tersebut. 

 Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang 

piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Desa Tembakak 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui 

Tinjauan Hukum Islam Tentang hutang piutang dengan kompensasi pembagian 

hasil kebun damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research) yang bersifat 

deskriptif analisis. Dengan populasi 9 orang untuk dijadikan penelitian, teknik 

pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, observasi. 

Sedangkan untuk menganalisa data digunakan metode analisis data yang bersifat 

kualitatif yang menghasilakan data deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dengan 

kompensasi pembagian hasil kebun damar di di PekonTembakak Kecamatan 

Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yaitu penghutang meminjam jumlah 

uang yang tertentu dengan jaminan kebun damar dan hasil kebun damar dibagi 

menjadi dua tanpa mengurangi kadar hutang. Adapun hasil penelitian dalam 

persepektif hukum Islam bahwasannya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan 

untuk kepentingan duniawi. Menurut masyarakat sekitar bahwasannya hutang 

piutang seperti ini sering terjadi karena memudahkan masyarakat. 

  









MOTTO 

                              

           

Artinya:” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarrah (2) : 245) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul  

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami makna yang terdapat didalam 

judul.Maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang 

terdapat pada judul, Judul dari skripsi ini adalah “Tinjaun Hukum Islam 

Tentang Hutang Piutang dengan Kompensasi Pembagian Hasil 

Kebun Damar (Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya 

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun istilah-istilah yang 

terkait dalam judul adalah sebagai berikut: 

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu Hasil 

Meninjau; Pendapat (Sesudah Menyelidiki, Mempelajari).
1
 

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 

mengenai perbuatan seorang hamba yang terkandung di dalam sumber Al-

Qu‟an dan Sunnah baik itu ketetapan langsung maupun ketetapan tidak 

langsung .
2
 

Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain 

dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.
3

Sedangkan 

Piutang yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang 

                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa Indonesia edisi keempat,(Jakarta 

:Dapartemen  pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama ,2011),h.1470. 
2
 Bunyana Shalihin ,Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta :Kreasi Total Media,2016),h.11. 

3
 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Bogor:Ghalia Indonesia 

,2012),h.177. 



lain).
4
Adapun pengertian hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh 

kreditur kepada debitur untuk dikembalikan kepadanya dalam jumlah yang 

sama setelah mampu mengembalikannya.
5
 

Kompensasi merupakan ganti rugi pemberesan piutang dengan 

memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, pencairan 

kepuasan di suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari 

kekecewaan di bidang lain, imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), 

yang diberikan kepada karyawan di perusahaan atau organisasi.
6
 

Bagi Hasil adalah perjanjian pengolahan lahan dengan upah yang 

diperoleh dari hasil dari lahan tersebut. 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam judul 

skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang 

piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon 

Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

B. Alasan memilih judul  

1. Alasan Objektif 

Karena masyarakat masih banyak melakukan transaksi hutang piutang  

dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam hukum 

Islam, yakni dengan membagi dua hasil panen tanpa mengurangi  

hutang. 

 

                                                             
4
 Sudarsono,Kamus Hukum ,(Jakarta :Rineka Cipta ,2007),h.363. 

5
 Sayid Sabiq,Fiqih Sunnah Penerjemah Syaiful Islam Jilid 3 (Bandung:Al-Ma‟arif 1996) 

h,.144. 
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (Jakarta: Departeman  Pendidikan Nasional 

Balai Pustaka ,1994), h 585. 



2. Alasan Subjektif. 

a. Penelitian ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, 

khususnya diprodi muamalah. 

b. Judul ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari pada 

Fakultas Syariah yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

(muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah   

Manusia diciptakan Allah SWT Sebagai Zoon politicon yaitu 

makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya 

sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh 

sebab itu diwajibkan bagi kita umat manusia untuk saling tolong menolong 

antar sesamanya. 

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah 

mu‟amalah. Dalam mu‟amalah manusia diberi kekuasaan untuk 

menjalankannya, namun dalam menjalankan proses mu‟amalah manusia 

harus melaksanakannya menurut prosedur dan aturan yang telah 

ditentukan oleh syari‟ah. Sejak dahulu setiap orang dalam kehidupannya 

selalu menghadapi berbagai masalah di antaranya adalah kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sering melakukan 

transaksi hutang piutang. 



Secara umum utang piutang adalah memberi sesuatu kepada orang 

dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu 

(sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun  

hutang piutang yang melalui proses akad, sebelum terjadinya perikatan 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
7
 Hutang piutang juga 

dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang 

membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang di 

beri tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya 

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah 

di tentukan .
8
 Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara pihak 

yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang agar tidak terjadinya 

perselisihan maka dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 283 

                        

                               

                            

 

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
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bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, 

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9
 

 

Salah satu bentuk tolong menolong dalam upaya untuk melepaskan 

kesusahan dan kesulitan ekonomi seseorang adalah dengan memberi 

pinjaman kepada orang yang memiliki kebutuhan mendesak sedangkan dia 

belum mempunyai uang seperti untuk berobat dan untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Islam sangat menganjurkan untuk membantu orang 

yang sedang kesusahan. 

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa 

menjadi wajib apabila orang yang berhutang itu benar-benar 

membutuhkannya, karena jika tidak di beri pinjaman maka orang tersebut 

akan kesusahan, sehinga hutang piutang sering diidentikan dengan tolong 

menolong. 

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). 

Dengan demikian hukum bagi orang yang memberi hutang adalah sunnah, 

bahkan wajib (bagi orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang 

berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila 

digunakan untuk maksiat)
10

 

Masyarakat di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa, 

Kabupaten Pesisir Barat, mayoritas adalah petani damar dan 

pendapatannya tergantung dengan hasil kebun damar yang masa panen 
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biasanya sebulan sekali. Dengan situasi perekonomian seperti itu,   

sebagian masyarakatnya sering melakukan transaksi hutang piutang 

dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar. Adapun yang menjadi 

alasan masyarakat melakukan transaksi tersebut adalah karena kebutuhan 

yang mendesak yaitu untuk pembayaran sekolah anak dan kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

Dalam transaksi hutang piutang ini, pihak yang berhutang memberi 

jaminan berupa kebun damar kepada pihak yang memberikan hutang, 

dengan ketentuan kebun damar yang menjadi jaminan hutang tersebut 

masih boleh digarap oleh pihak yang berhutang. Apabila kebun damar 

tersebut telah memasuki masa panen maka hasil dari panen kebun damar 

dibagi dua selama hutang itu belum dilunasi, tanpa mengurangi jumlah 

nilai hutang. Sehingga dengan adanya transaksi hutang piutang seperti itu 

maka dimungkinkan akan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan 

bagaimana status hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil 

kebun damar yang terjadi dimasyarakat Tembakak itu? Hal ini sudah 

untuk itulah penulis pada kesempatan ini mengangkat topik tentang 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Kompensasi  

Pembagian Hasil Kebun Damar di Pekon Tembakak, Kecamatan Karya 

Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 



D. Fokus penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam 

penulisan ini adalah terletak dalam praktik hutang piutang yang terjadi di 

Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, 

dilihat dari persepektif hukum Islam adapun lokasi penelitian dilakukan di 

Pekon  Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian 

hasil kebun damar di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa 

Kabupaten Pesisir Barat? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik hutang piutang 

dengan kompensasi pembagian hasil kebun tersebut? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahuai pelaksanaan transaksi hutang piutang dengan 

kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang hutang piutang 

dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

G. Signifikasi penelitian  

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada akademisi khususnya dalam masalah hutang piutang di samping itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan gambaran serta 



informasi kepada masyarakat terkait praktik hutang piutang yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

H. Metode penelitian  

Metode penelitian adalah berasal dari kata “metode” yang artinya 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu 

atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu jutuan. 

Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.
11

 

    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Alasannya adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (field 

reseach), yaitu suatu penelitian dengan sistematis dan mendalam 

dengan mengangkat yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan 

di desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir 

Barat . 

b. Sifat Penelitian  
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang 

meneliti suatu objek yang bertujuan memuat deskriptif, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada 

dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

bagaimana praktek Hutang Piutang dengan Kompensasi 

Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Pekon Tembakak 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini 

didapat pandangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
12

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara). Sumber 

data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari orang 

berhutang, yang memberi hutang, dan masyarakat. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya: lewat orang lain, atau lewat 
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dokumen.
13

 Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku–buku 

yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan 

tetapi mempunyai relavansi dengan permasalahan yang akan dikaji. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah 

pokok dalam suatu penelitian .
14

 Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah 7 orang yang berhutang dan 2 orang yang memberikan 

hutang dengan cara kompensasi bagi hasil kebun damar di Desa 

Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.
15

Untuk menggunakan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek 

penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik.
16

 

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah diambil dari 

populasi yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang yang 

berhutang dan 2 orang yang memberikan hutang. 

4. Teknik pengumpulan Data  
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a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
17

Adapun yang 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan 

praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun 

damar di desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat, yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberi 

hutang. 

b. Observasi  

 Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses–proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
18

 Dalam 

hal ini peneliti datang langsung ke tempat penelitian dan 

melakukan pengamatan terhadap beberapa hal yang ada kaitannya 

dengan topik penelitian. 
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c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen–dokumen.
19

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dengan cara 

melakukan pencatatan baik berupa arsip–arsip atau berupa 

dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. 

Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatakan bukti ril terkait 

kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan. 

5.  Analisa Data 

Setelah data terhimpun selanjutnya data diolah secara kualitatif 

mengikuti suatu prosedur penelitian yang mengahasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang–orang yang 

telah diinterview. Setelah pengelolaan selesai maka hasilnya disajikan 

secara deskriptif untuk kemudian dianalisis secara logis dan sistematis. 

Teknik yang digunakan dengan analisis data adalah teknik induktif, 

yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 

mendapatkan kaidak-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat 

menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat 

menemukan data.
20
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Hasil tersebut kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Hutang Piutang Dalam Islam 

a. Pengertian Hutang Piutang 

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, 

secara etimologis kata Al-Qardh berarti Al-Qath‟u yang berarti 

potongan.Dengan demikian Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta 

yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang 

memberikan hutang.
21

 

Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain 

yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah 

tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana 

orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda 

yang dihutangkannya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau 

lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindarkan dari 

hal- hal yang tidak diinginkan dalam utang-piutang.
22

Adapun 

secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha 

asy-syai‟–yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya.Qardh adalah 

bentuk masdar yang berarti memutukan .Dikatakan, qaradhu asy-

syai‟a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. .Al-
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qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.
23

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah 

uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada 

orang lain.
24

 

Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah 

lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih 

klasik, Al-Qardh dikatagorikan dalam aqad tathawwu‟I atau aqad 

saling membantu dan bukan transaksi komersial.
25

 

Objek dari pinjaman qaradh biasanya adalah utang atau alat 

tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga 

ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya 

wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang 

akan datang.
26

 

Secara termologi syara‟ ulama fiqih berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya 
27

 

a. Menurut Hanafiyah  

hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. 

b. Menurut Malikiyah 
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hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu 

dengan imbalan. 

c. Menurut Imam Syafi‟i, 

Hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan.   

Sedangkan dalam arti istilah (terminology) adalah sesuatu yang 

diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti 

suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada 

penggantinya yang serupa (sama).
28

 

d. Menurut Hanabilah 

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suaru zat 

barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lain. 

e. Menurut Ibnu Rif‟ah 

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang 

dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 

Adapun Qardh diperbolehkan dengan dua syarat, antara 

lain: 

a. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk 

pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama 

sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada 

larangan dari syari‟at dan karena sudah keluar dari jalur kebijakan, 

jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan. Jika untuk 

mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan. 
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b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. 

Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh) karena mengarah 

pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika 

antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor 

pemberian hadiah bukan karena hutang tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan 

pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu 

(uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan 

membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang 

sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak 

ta‟awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Hutang piutang disaran kan agar mempertimbangkan 

antar manfaat dan mudharat serta pemberian serta penangguhan waktu 

bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak 

membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan 

untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.  

b. Dasar Hukum Utang Piutang 

Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa berubah 

menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat 

membutuhkannya,sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan 

tolong menolong.
29

 Segala amal perbuatan manusia, tingkat laku dan 
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tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari‟at, baik hukum 

syari‟at yang tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah: 

 

a. Dasar hukum qard yang tercantum dalam Al-quran yaitu: 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 245 

                    

                

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 

dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.   

( Al-Baqarah (2) :245) 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan amal 

saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang 

dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat 

ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman 

(utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk 

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang 

mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. 

b. Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa 

semua kaum muslim telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa 

hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh 



karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari 

kehidupan didunia ini. 

  



c. Berdasarkan hadis 

Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari Nabi SAW 

baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal 

ihwal.
30

 Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an, di dalam 

hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum utang piutang antara 

lain: 

ي اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أخَزَ يُرِيَدُ مَنْ أ خَزَ أمْوَالَ النَّاس يُريدُ أدََ  ا ءَهاَ أدَّ

 إتْلاَ فَهاَ أَتْلَفَهُ الله

Artinya: barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) 

dengan tujuan akan membayarnya maka allah akan tunaikan 

untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk 

menghabiskannya (tidak melunasinya) maka allah akan 

membinasakannya . (HR Al-Bukhari no. 2387)
31

 

 

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang 

piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah SWT akan 

membagikan balasan berlipat–lipat untuk seorang yang ingin 

memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan 

pertolongannya, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang 

baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut 

terbayarkan. 

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan 

mengenai kebolehan hutang piutang, kesempatan ulama ini 
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didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang 

piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 

kebutuhan umatnya. 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001 

tanggal 18 April 2001 yang menetapkan bahwa: 

1.  ketentuan Umum al-Qardh  

a) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqtaridh) yang memerlukan. 

b) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok 

yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 19 al-

qardh 3 Dewan Syariah Nasional MUI. 

d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 

dipandang perlu. 

e) Nasabah al-qaradh dapat memberikan tambahan 

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS  selama tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau 

seluruh  kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan 

LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS  dapat : 



1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau  

2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh 

kewajibannya. 

2. Sanksi 

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan 

bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat 

menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana 

dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada 

penjualan barang jaminan. 

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 

memenuhi kewajibannya secara penuh. 

3. sumber dana  Al-Qardh dapat bersumber dari : 

a) Bagian Modal LKS. 

b) Keuntungan  LKS yang disisihkan. 

c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan 

penyaluran infaqnya kepada LKS. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaianya 

dilakukan melalui Badan Administrasi Syari‟ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



5. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat  kekeliruan, akan diubah 

dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
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Menurut uraian di atas tidak adanya larangan dalam suatu 

perjanjian utang piutang apabila tidak melanggar hukum dan sesuai aturan 

menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak melarang adanya suatu 

perjanjian  utang piutang, apabila memenuhi syarat dan tidak melanggar 

aturan menurut syara‟ maka praktik utang piutang diperbolehkan. 

Dalam utang-piutang terkandung sifat tolong menolong, berlemah 

lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam 

urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat–

ayat Al-Qur‟an mengajarkan  tentang tata cara dalam mengadakan utang–

piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 

282. 

                                

                            

                                 

                                

                                

                                 

                             
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                               

                                

                               

   

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. (Q.S. Al-baqarah :282)
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Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada  orang lain 

hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang  itu 

benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia 

bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut 
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akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan 

hukumnya menjadi makhruh jika benda yang diutangi itu tidak untuk 

kemaslahatan dan tidak untuk perbuatan maksiat, hutang saja tidak ada 

keperluan apa-apa. 

 Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang 

dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta 

atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti 

sedia kala. 

c.  Rukun dan syarat utang piutang 

Dari pengertian utang piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak 

sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek selanjutnya dapat 

mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. 

Dengan demikian, utang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui 

rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah 

bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli: 

a. Rukun Utang Piutang 

1. „aqid yaitu pihak yang berpiutang terdapat dari pemberi utang 

(muqrid) dan penerima utang (muqtarid). 

2. Ma‟qud „alayh yaitu barang yang diutangkan. 



3. Sighat yaitu ijab qabul. Yaitu ungkapan ijab dan qabul atau surat 

persetujuan antara kedua belah pihak akan surat terlaksananya 

suatu transaksi.34 

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada 

empat, yaitu: 

1. Orang yang memberi utang. 

2. Orang yang berutang. 

3. Barang yang diutangkan. 

4. Ucapan ijab qabul.35 

Menurut M.Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga, yaitu: 

1. Lafaz (ijab qabul) 

2. Yang berutang dan berpiutang 

3. Barang yang diutangkan.36 

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi dengan transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi maka akad qardh ini menjadi tidak sah. 

1. Rukun Qardh 

a. Orang yang memberi utang. 

Orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk 

melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal) 
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b. Orang yang berutang 

Orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan 

tindakan hukum (baligh dan berakal) 

c.  Objek atau barang yang diuntungkan 

Dalam hal ini barang yang diuntungkan disyaratkan berbentuk 

barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, 

sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena 

harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang 

yang diterima. 

d. Lafadh (ijab dan qabul) 

Lafadh (ijab dan qobul) adalah pernyataan dari pihak yang memberi 

utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. 

 Dari pendapat-pendapat di atas pada dasarnya sama, dan tiap-tiap unsur atau 

rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Berakal  

b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan ) 

c. Bukan untuk memboros 

d. Dewasa dalam hal baligh 

2 Syarat utang piutang  

A.   Aqid (dua belah pihak yang berakad) 

a) Baligh yaitu dapat bertindak hukum artinya berakal sehat atau 

merdeka. 



b) Muqaridh yaitu pihak yang memiliki kebebasan dan kekuasaan 

untuk melakukan akad tabbarru‟ artinya harta yang diutang 

merupakan milik sendiri. Pendapat ulama syafi‟ah ahliyah 

(kecakapan dan kepantasan) pada akad qaradh harus dengan 

kerelaan bukan dengan paksaan. Menurut ulama hanabillah 

untuk pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim itu dan 

nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta 

wakaf. 

B. Mauqud‟ alaih (objek utang) 

a) Harta yaitu harta yang dapat ditakar, harta yang dapat 

ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat di hitung 

yang diungkapkan adalah mal misliyat. 

b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis 

harta dapat ditukar, ditimbang dan dihutang, atas dasar ini tidak 

diperbolehkannya  mengutangkan manfaat (jasa) 

c) Al-qubad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna 

kecuali dengan adanya serah terima. Karena didalam akad 

qaradh ada tabarru‟ tidak akan sempurna kecuali dengan serah 

terima. 

d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang 

menguntangkan (muqridh) 



e) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga 

yang sama. Artinya menjadi tanggung jawab orang yang 

berhutang. 

f) Barang itu bernilai harta dan boleh dipergunakan dalam Islam. 

g) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan 

sifatnya. 

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas 

waktu. 

C. Ijab dan Qabul (sighat al-aqd) 

Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Qabul berupa 

lafal qardh. Akad qardh yang dimaksud adalah untuk saling tolong 

menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan 

semata. Karena di dalam utang piutang tidak dibenarkan 

mengambil keuntungan oleh pihak yang memberi utang atau orang 

yang menghutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam 

pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba. 

       Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari 

barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam 

Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. 

Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesui dengan jangka 

waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul maksud 

yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak 

dari kedua belah pihak. 



2. Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Islam 

a. Pengertian Al-Rahn 

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan 

barang jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang 

sebagai tanggungan utang.
37

 

Gadai menurut bahasa Arab adalah rahn yang artinya tetap dan 

lestari, dan dinamakan juga al-hasbu artinya penahanan. Seperti 

dikatakan “ Ni‟matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan 

lestari.
38

 Secara bahasa kata ar-rahn berarti “ menjadikan suatu barang 

yang bersifat materi sebagai pengikut utang” dan ada pula yang 

menjelaskan bahwa` rahn adalah terkurung atau terjerat.
39

 

Rahn secara etimologi berarti kata tetap, kekal dan jaminan, 

Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang 

jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan 

sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan 

jasa ada beberapa defenisi ar-rahn yang ditemukan para ulama fiqih, 

ulama malikiyah mendefinisikannya dengan: 

“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 

mengikat “
40
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Secara termologi, rahn yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur 

Anshori, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai 

harta menurut syara‟ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil 

sebagai dari manfaat barang itu.
41

 

b. Menurut fatwa DSN-MUI, rahn adalah menahan barang sebagai 

jaminan atau utang.
42

 

c. Menurut Ulama Syafi‟iyah  

“menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang yang 

dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang 

“.
43

Ulama syafi‟iyah mendefenisikan akad ar-rahn seperti berikut, 

yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan 

untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang 

tidak bisa membayar. Kalimat menjadikan suatu benda 

“mengandung makna bahwa kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, 

oleh karna itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. 

d. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn/gadai adalah 

penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman 

sebagai jaminan.
44
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e. Menurut Al-Bujairami  

Rahn adalah menyerahan barang yang dilakukan oleh orang 

yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai 

tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar. 

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang 

bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada 

penerima gadai (murtahin) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. 

Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah uang.Bukan penukar 

atas barang yang digadaikan. 

Makna yang hampir mirip tentang rahn ini dikemukakan 

oleh Ibn Qudamah.Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah, 

Ibn Qudamah mengertikan rahn dengan harta yang dijadikan 

sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang 

berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi 

pinjaman pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau 

barang.
45

 

 Gadai dalam istilah bahasa arab dinamai dengan rahn dan 

dapat juga dengan Al-Habsu. Secara etimologi arti kata rahn 

berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. 

Dan untuk yang kedua (Al-Hasbu) firman Allah SWT yaitu : 

            
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Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya, (Q.S.Al-Mudatsir : 38)
46

 

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara‟ 

sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai (manfaat) 

barangnya itu.
47

 

Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah 

suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh 

seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan 

perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-

biaya mana harus didahulukan.
48

 

 Secara umum Rahn dikatagorikan sebagai akad yang bersifat  

derma sebab apa yang diberikan penggadai (Rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin 

kepada rahn adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. 

Makna yang hampir mirip tentang rahn ini dikemukakan oleh Ibn 

                                                             
46

 Departemen Agama RI,Al-Hikmah Al-Qur‟an dan terjemahannya(Surabaya:Mekar 

Surabaya, 2004),h.576 
47

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa H.Kamaladun A.Marjuki jilid 12(bandung : 

PT Al-Maarif,1993),h.139 
48

 R.Subekti Dan R.Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Cet 40 

(Jakarta:Pradnya Paramita,2009) ,h 297. 



Qudamah. Dengan menutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qudamah 

mengartikan rahn dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang 

untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila 

pihak yang behutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak 

pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa rahn dapat dijadikan sebagai alat 

tukar atau bahkan pengganti bagi pihak meminjam uang atau barang.
49

 

b. Dasar Hukum Al-Rahn 

Dasar hukum diperbolehkan rahn atas dasar firman Allah, sunnah 

Rasul dan ijma, antara lain sebagai berikut: 

a.  Al-Quran  

Dasar hukum diperbolehkan rahn dengan bermuamalah 

berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah:283 

yaitu  

                        

                                

                        

        

 

Artinya:  jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh 
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yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
50

(QS. Al-Baqarah: 283). 

b. Hadis 

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad 

rahn adalah hadis Rasullullah SAW. Yang antara lain 

diungkapkansebagai berikut: 

ضِيَ اللهُ عَنْهاَ قاَ لَتْ اشِْترََي رَسُىْلُ اللهِ صَلًَّ عَنْ إبِْرَا هِيْمَ عَنِ الْلأَسْىَدِ عَنْ عاَ ءِشةً رَ 

 اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَّ مِنْ يَهىُْدِي طعََاماً وَرَهنَهَُ دِ رْعَهُ 

 

Artinya:‟‟ Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: 

bahwasannya Rasullullah SAW membeli makan dari seorang 

yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”
51

 

c. Hadis Nabi riwayat Al-Syafi‟I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari 

Abu Hurairah, Nabi SAW., bersabda :” tidak terlepas kepemilikan 

barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ,ia memperoleh 

manfaat dan menanggung resikonya”. 

d. Hadis Nabi riwayat Jam‟ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa‟I, Nabi 

SAW  bersabda: tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh 

dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
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digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. 

Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut 

wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. 

e. Ijma: para ulama sepakat membolehkan akad rahn,(al-Zuhaili, al-

fiqh al-Islami wa Adillatuhu,1985,V:181) 

f. Ijma Ulama  

           Para ulama semua berpendapat, bahwa akad rahn hukumnya 

mubah (boleh) namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu 

akad  rahn hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, 

seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al 

Dhahak Zahiri Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum 

akad rahn dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad 

SAW yang menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan 

makanan dari orang. Berkaitan dengan perbolehan perjanjian akad 

rahn ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak 

pernah berselisih pendapat mengenai hal ini jumhur ulama 

berpendapat maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada 

Rasullullah SAW dalam hadis di atas.
52

 

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan al-

Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para 

fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa 
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gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah menentangkan 

kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. 

Asy-Syafi‟i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum 

kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika 

kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada 

keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad 

(setelah akad) rahin dipaksakan untuk menyerah barang (jaminan) 

untuk dipegang oleh murtahin. Jika jaminan sudah berada ditangan 

murtahin, orang yang menggadaikan mempunyai hak 

memanfaatkan, berbeda dengan Asy-Syafi‟i yang mengatakan hak 

memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan 

pemegang gadaian.
53

 

Berdasarkan surat al-baqarah ayat 283, ulama fiqih sepakat 

menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan 

dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa 

langsung dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi 

piutang. Maksudnya adalah karena tidak semua barang jaminan 

dapat dipegang /dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, 

maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin 

bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi angunan utang). 

Misalnya bila angunan itu sebidang tanah maka dikuasai (al-
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qabdh) adalah surat tanah maka dikuasai (al-qabdh) adalah surat 

tanah (sertifikat tanah ).
54

 

Kaum muslim juga telah bersepakat (ijma) mengenai 

diperbolehkannya rahn. Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn 

sangat lazim terjadinya karena dengan berutang menggunakan 

jaminan akan mempermudah pembayaran utang.
55

 

Produk hukum lain yang berbicara tentang rahn adalah Fatwa 

DSN MUI. Ada tiga Fatwa yang terkait rahn ini, yakni Fatwa DSM 

–MUI Nomor : 5/ DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn, Fatwa DSN –

MUI Nomor: 26/DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn Emas, 

FatwaDSM –MUI Nomor :26/DSM-MUI/III/2008 tentang Rahn 

Tasjily.
56

 

g. Kaidah FIKIH: pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
57

 

c. Rukun dan Syarat-syarat Al-Rahn 

Rukun rahn menurut jumhur ulama ada empat yaitu: 

1) Rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan murtahin 

(orang yang menerima barang jaminan), keduanya disyaratkan cakap 

bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah 

tabligh dan berakal. Oleh karena itu akad rahn tidak sah dilakukan 
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oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, mumayyiz 

adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia baligh akan 

tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak 

baik. 

2) Marhum bih (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib 

dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, dilunasi dengan 

marhum (barang jaminan), dan tiga utang itu pasti dan jelas baik zat dan 

sifat maupun keadaannya. 

3) Marhun (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa 

disyaratkan pada marhum adalah yang disyaratkan pada jual beli. 

Adapun syarat-syarat mahrun (barang yang dijadikan jaminan). 

a. Barang jaminan (marhun) itu dapat dijual dan nilainya seimbang 

dengan utang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada 

ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak 

dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual. 

b. Barang jaminan (marhun) itu bernilai harta, merupakan mal 

mutaqqawwin (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu 

tidak sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dipandang 

sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam. 

c. Barang Jaminan (Mahrun) itu jelas dan tentu 

d. Barang Jaminana (marhun) milik sah orang yang beruntung dan 

berada dalam kekuasaannya. Menurut ulama Hanafiyah syarat 



marhun harus milik rahin bukan syarat sah akad rahn, akan tetapi 

syarat berlaku efektifnya akad rahn.58 

e. Barang Jaminan (marhun) tidak terkait dengan milik orang lain.59 

f. Barang jaminan (marhun) harus dapat dipilih artinya tidak terkait 

dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, 

harta titipan, dan sebagainya. 

g. Barang Jaminan (marhun) itu merupakan harta yang utuh, tidak 

bertebaran beberapa tempat serta serta tidak terpisah dari pokoknya, 

seperti tidak sah menggadaikan setengah rumah pada satu rumah 

atau seperempat mobil dari satu buah mobil. 

h. Barang jaminan (marhun) itu dapat diserah terimakan, tidak 

materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa 

benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan 

tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang diserahkan 

kepada pemegang jaminan (murtahin). 

4) Sighat, akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau 

dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah 

menyatakan bahwa apabila akad rahn dibarangi dengan syarat tertentu 

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, 

sementara akad menyerahkan apabila tenggang waktu utang telah habis 
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dan utang belum dibayar maka akad rahn diperpanjang satu bulan atau 

pemberi utang menyerahkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. 

Menurut ulama Hanafiah rukun rahn adalah ijab dan qabul 

dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan 

tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya 

penyerahan barang. Adapun menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan 

Syafi‟iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang 

mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperolehkan. Akan tetapi, 

apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat rahn, maka syaratnya 

batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan rahn satu bulan 

dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai 

dengan tabiat rahn, karena syarat tersebut batal. 

a. Syarat kesempurnaan 

Adapun syarat sempurnanya akad rahn yaitu syarat 

penyerahan marhun (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh 

murtahin kemudian utang sudah diterima oleh rahin, maka akan 

rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir 

yang merupakan kesempurnaan rahn, yakni penyerahan barang 

jaminan (qabadh al-marhun), artinya barang jaminan dikuasai 

secara hukum oleh murtahin.
60

Syarat ini menjadi sangat penting 

sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah 

ayat 283 
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                      

                               

                          

        

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
61

 

 

Para ulama berselisih pendapat masalah serah terima barang 

jamianan. Terdapat dua ulama berselisih pendapat dalam hal ini, 

yaitu jumhur ulama berpendapat, al-qabadh (serah terima) bukan 

syarat sahnya akad rahn, akan tetapi ia adalah syarat luzum akad 

rahn. Maka rahn itu belum mengikat kecuali terjadinya serah 

terima benda yang digadaikan.
62

 Pendapat ini berdasarkan pada 

surat Al-Baqarah ayat 283. 

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak 

sempurna akad rahn kecuali dengan adanya serah terima (al-

qabadh) barang yang digadaikan. Oleh karena itu al-qabadh 
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merupakan syarat kesempurnaan akad rahn, bukan syarat sah atau 

syarat luzum. Ulama Malikiyah menganggap bahwa marhun tidak 

harus diserah terima secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya 

secara hukum. Disyaratkan dalam Al-Rahn sebagai berikut: 

1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang 

bertransaksi) 

2) Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) 

3) Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang). 

d. Maqasid Syariah Dalam Jaminan Utang Piutang 

Pengertian Maqasid Syariah secara bahasa bahasa berasal dari kata 

“syara‟ah as-syai” dengan arti menjelaskan sesuatu”. Atau ia diambil 

dari kata “asyir‟ah” dan “asy-syariah” dengan “arti tempat sumber air 

yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak 

memerlukan adanya alat”. 

Secara istilah, Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah “menegaskan bahwa 

syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-

maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan 

hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah 

untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada 

manusia”.
63
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Sedangkan Maqasid syariah dalam pengertian umum (dasar) 

adalah tujuan-tujuan syariah.Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
64

 

 Maqasid al-syari‟ah dalam arti Maqasid al-syari‟, mengandung 

empat aspek itu adalah: 

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manuasia didunia 

dan diakhirat. 

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami  

3. Syariat sebagai Sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan  

4. Tujuan syariat adalah membawa naungan hukum 

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang di sebut 

dengan istilah tersebut merupakan tujuan utama yang harus dipelihara 

oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu 

adalah: 

a. Perlindungan terhadap agama 

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup 

manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen 

akibat yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta 

akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Dan di lain 

pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang 

pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap 
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pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya ia tidak boleh 

dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab 

lain, juga tidak boleh ditekan untuk perpindah keyakinan untuk 

masuk Islam.
65

 

b. Perlindungan terhadap nyawa  

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena 

itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya.Untuk itu hukum Islam melarang 

pembunuhan sebagai upaya menghilanhkan jiwa manusia dan 

melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan 

mempertahankan kemaslahatan. 

c. Pelindungan terhadap akal  

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 

cahaya matahari di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah 

dari Allah disampaikan, dengannya pula manuasia pemimpin 

dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai 

dan berbeda dengan makhluk lainnya. 

d. Perlindungan terhadap harta benda  

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan 

dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia 

termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan 

demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh 
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berdiri sebagai penghalang antar sirinya dengan harta. Namun, 

semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang 

dikumpulkannya dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus 

dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. 

e. Perlindungan terhadap keturunan  

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh 

zina terhadap perempuan muhsonat dan menjatuhkan pidana bagi 

setiap orang yang melakukannya.Agar kemurnian darah dapat 

dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.Hukum 

kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum – hukum yang 

secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian 

darah dan kemaslahatan keturunan.Dalam hubungan ini perlu 

dicatat bahwa hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti 

dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya 

adalah agar pemeliharan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan 

sebaik-baiknya. 

5. Dampak dari rahn 

Jika akad rahn telah sempurna, yakni rahin menyerahkan borg kepada 

murtahin, maka terjadilah beberapa dampak yaitu: 

a. Adanya utang untuk rahin 

b. Hak untuk menguasai borg 

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada rahn 

bergantungan pada borg yang dipegang murtahin, sedangkan 



menurut ulama Syafi‟iyah penguasaan borg semata-mata sebagai 

penolong untuk membayar utang rahin. 

c. Menjaga barang gadaian  

Ulama hanafi‟yah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga 

borg sebagaimana menjaga barang miliknya, jika rusak atas 

kelalaian murtahin, ia harus bertanggung jawab untuk 

memperbaiki atau menggantinya. 

d. Pembiayaan atas borg 

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai 

atau mengurus rahin, menurut ulama Hanabilah, Syafi‟iyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggung jawab atas 

pembiayaan borg. 

e. Pemanfaatan rahn  

Jumhur ulama selain Syafi‟Iyah melarang rahin untuk 

memanfaatkan borg, ulama Syafi‟iyah membolehkannya sejauh 

tidak memudarkan murtahin. Fuqoha lain berpendapat, apabila 

barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh 

mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang 

seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.
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e. Tinjauan Pustaka 

1. skripsi  Anisa Apriyani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Utang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Dari 

kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya adalah: 

a. Praktek hutang piutang dengan jaminan kartu ATM di 

Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah ini terjadi dikarenakan karena 

faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi yang 

terjadi di Perumahan Kopkar DWI Karya sangatlah minim 

sehingga mengharuskan warganya meminjam dengan 

menggunakan jaminan yaitu menggunakan kartu ATM. Dimana 

pihak kreditur hanya akan memberikan pinjaman jika 

menggunakan kartu ATM yang telah diisi dan mewajibkan 

memberitahu pin dari kartu ATM tersebut dan mengikuti aturan 

yang diberikan oleh pihak kreditur dengan dikenakannya bunga 

sebesar 20% dari pinjaman pokok tersebut dengan jangka waktu 

yang telah mereka sepakati bersama.  Dalam pandangan Hukum 

Islam tentang Hutang Piutang dengan jaminan kartu atm pada 

dasarnya dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut 

aturan Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun 

tidak terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang 

mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak 

kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu. Dari 



maqasid syariah tidak mengandung kemaslahatan didalamnya 

tidak terdapat didalamnya karena tidak mengandung manfat 

didalamnya dimana barang yang dijadikan jaminan itu adalah 

kartu ATM dimana masih banyak barang lain yang dapat 

dijadikan jaminan utang piutang. Karena kartu ATM ini 

sebenernya sangatlah pribadi. 

2.  Skripsi dari Amelia Andriyani yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. 

Hasil penelitian Amelia menunjukan: 

a. Utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya 

Kec.Menggala Timur dengan kepada seorang (kreditur) untuk 

meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan 

hidupannya.Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan 

syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya 

harus dijual kepada debitur.Syarat ini mampu disetujui oleh 

debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu 

diselesaikan menuruti kesepakatan kedua belah pihak ketika 

hutang piutang terjadi. 

b.  Menurut hukum Islam memperbolehkan pelaksaan Al-Qardul 

Hasan atau hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut 

belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan.Para 

ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa 

ditakar, ditimbang atauapun makanan. Dalam prakteknya hutang 



piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Jaya dalam 

hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, 

tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad ( rusak) karena 

ada persyaratan tersebut. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meskipun dalam 

tema, penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya, namun 

Nampak jelas ada perbedaan hal mana dan segi lokasi berbeda dan 

dari segi permasalahan yang dibahas pun memiliki perbedaan. 
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